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Kiara: I1zin Reklamasi Ancol Cacat Hukum

Kepgub DKI No 2372020 disebut hanyva berdasarkan pada tiga undang undang
vang tidak spesifik terkait pengaturan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil.

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan
mengeluarkan Keputusan Gu-
bernur Daerah Khusus Thu Ko-
la Jakarta Nomor 237 Tahun
2020 tentang Izin Pelaksanaan
Perluasan Kawasan Rekreasi
Dunia Fantasi (Dufan) Seluas =
35 Ha (Lebih Kurang Tiga Pu-
luh Lima Helctar) Dan Kawasan
Rekreasi Taman Impian Ancol
Timur Seluas = 120 Ha (Lebih

Kurang Secratus Dua  Puluh
Helktar).
Keputusan itu  ditetapkan

dan ditondatangani Gubernur
DKI1 Jakarta Anies Baswedan
pada 24 Februari 2020, Salinan
keputusan tersebut  diunggah
ke laman resmi Jaringan Doku-
mentasi dan Informasi 11ukum
Pemerintah Provinsi DKI Ja-
karta (jdih.jakarta.go.id/him-
punan/produkhukum deta-
il/10123).

Keputusan gubernur berupa
izin reklamasi pada dua lokasi
di Taman Impian Jaya Ancol,
Jukarta  Utara, menimbulkan
polemik, terutama karena Gu-
bernur Anies sejak masih ber-
kampanye berjanji menghenti-
kan reklamasi. Bahkan, ada du-
gaun reklamasi di Ancol bagian
dari proyek 17 pulau buatan di
Teluk Jakarta.

Dugaan tersebut muncul dari
konfirmasi pada Rabu
(1/7/2020) terhadap Deputi Pe-
ngelolaan Pengetahuan Koalisi

Rakvat untuk Keadilan Peri-
kanan (Kiara) Parid Ridwanud-
din serta anggota Komisi B
DPRD DKI dari Partai Svlida-
ritas’ Indonesia (PSI), Eneng
Malianasari.

Parid mengatakan, dari se-
jumlah kajian, pihaknya men-
duga reklamasi perluasan Du-
fan  sebenarnys merupakan
pembangunan Pulau K. Luas
yang diizinkan hanya berbeda 3
hektar dari rencana semuli, 35
hektar menjadi 32 hektar.

Naomun, ia helum yakin rek-
lamasi untuk kawasan rekreasi
Taman Impian Ancol Timur ju-
ga bagian dari proyek pulau
relklamasi, yang oleh pemerin-
tah pusat disinergikan dengan
proyek Pembangunan Kawasan
Pesisir Terpadu Tbu Kota Na-
sional  (NCICD). Perluasan
Taman Impian Ancol Timur di-
izinkan seluas 120 hektar dan
tidak ada rencana pulau buatan
di sekitar Ancol vang sama atau
mendekati 120 hektar,

Kiara bersama lembaga swa-
daya masyarakat Jain yang ter-
gabung dalam Koalisi Selamat-
kan Teluk Jakarta sedang me-
rancang langkah guna meres-
pons dugaan DK1 melanjutkan
proyek pulau buatan.

Berdasarkan pencocokan de-
ngan peta, Eneng menyatakan,
area perluasan Taman [mpian
Ancol Timur sesuai dengan lo-
kasi Pulau L. Untuk reklamasi

perluasan Dulan, ia sepakat itu
cocok dengan lokasi Pulau K. Ta
meninjau ke lapangan sambil
rapat kerja DPRD dengan pihak
Ancol, Selasa (30/6).

Meski demikian, Eneng be-
lum bisa memastikan apakah
Pempirov DKI memang turut
berniat melanjutkan proyek 17
pulau NCICD atau tidak.

Tiga undang-undang

Sckretaris  Jenderal  Kiara
Susan Herawati, melalui kete-
rangan  tertulis, mengatakan,
Kepgub DKL No 237/2020 pu-
nya kecacatan hukum karena
hanya berdasarkan pada tiga
undang-undang vang tidak spe-
sifik terkait dengan pengaturan
kawasan pesisir dan pulau-pu-
lau kecil. Kepgub menggunakan
UL No 29/2007 tentang Peme-
rintahan Provinsi Daerah Khu-
sus Ibu Kota Jakarta sehagai
Ibu Kota Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia, UU  No
23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan UU No 380/2014
tentang Administrasi Pemerin-
tahan.

Padahal, UU yanyg spesifik
sudah tersedia, yakni UU No
27/2007 juncto UU No 1/2014
tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Selain itw, lanjut Susan, rek-
lamasi bakal memperparah dua
kawasan sekaligus, yaitu kawa-
san perairan Ancol di Teluk

Jukarta dan lokasi pengambilan
material pasir untuk penguruk-
an daratan buatan.

Kecocokan lokasi reklamasi
perluasan dua area di Ancol
dengan lokasi rencana pulau
buatan, bagi Parid, menunjuk-
kan Pemprov DKI sama dengan
pemerintah pusat yang ingin
melanjutkan proyek pulau-pu-
fau reklamasi. Bukti pemerin-
tah pusat ingin pulau buatan
bertambah lagi adalah dengan
dimasukkannya gambar Pulau
H dalam Pela Rencana Pola
Ruang Kawasan Perkotaan Ja-
karta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Puncak. dan Clanjur
(Jabodetabek-Punjur), yang
merupakan lampiran davi Per-
aturan Presiden Rl Nomor 60
Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Jabodelabek-Punjur.

Belum dilakukan

Gubernur DK1 Jakarta Anies
Baswedan, di Balai Kota DKI
Jakarta, Selasa (30/6), mengata-
kan, terkait reklamasi Ancol. ia
akan memberikan penjelasan.
“"Nanti dijelaskan sekalian biar
lengkap,” kata Anies.

Head of Corporate Secretary
T Pembangunan Jaya Ancol
Thik Agung Praptono, yang di-
hubungi Rabu, menjelaskan,
terkait kegiatan reklamasi un-
tuk penambahan area, saat ini
belum dilakukan. (JOG/HLN)




